KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Cegah pencatutan nama, DPR soroti "pihak ketiga" di RUU Perampasan Aset
: Jumat, 24 April 2026
: Rakyat Merdeka

13

Cegah Pencatutan Nama

DPR Soroti "Pihak Ketiga"
Di RUU Perampasan Aset

Komisi Il DPR menyoroti istilah “pihak ketiga®

dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Perampasan Aset. Pasalnya, nama pihak ketiga
sering dicatut dalam kepemilikan aset secara ilegal.

ANGGOTA Komisi IIl DPR
Mercy Chriesty Barends me-
nerangkan, pihak ketiga dalam
jugatermasuk mercka yang nama-
nya digunakan tanpa sepenge-
tahuan orangnya, seperti asisten
rumah Langga alau sopir pribadi
Mereka sehenarya tidak memi-
liki keterkaitan langsung dengan
tindak pidana tertentu,

Mercy meminta Pemerintah
memberikan perlindungan hu-
kum memadai bagi pihak yang ti-
dak mengetahui pencatutan nama
itu. Isu ini harus jadi perhatian
serius para pembentuk Undang-
Undang (UU) Perampasan Ascl.

"Tujuannya agar liap warga
negara yang sedang berada dalam
proses hukum bisa memperoleh
keadilan tanpa kecuali,” jelasnya

Farena i, kata Mercy, harus ada
pemnbedaan terhadap pihak ketiga

yang benar-beriar terlibat dalam ka-
suss korupst atau kejahatan keuangan.
Tanpa pengaturan jelas, ada risiko
pihak tidak bersalah terdampak,
sedangkan pelaku asli memanfaat-
an celah ukurn. Kejelasan regulasi
akan menutup peluang manipulasi
aset olch para kriminal
Ketimpangan posist hukum
pihak ketiga terkait beban pem-
buktian berat dan mekanisme
kompensasi minim juga disorot
oleh Mercy. Dia mewanti-want,
jangan sampai warga tidak bersalah
menanggung beban pembuktian
sulit lanpa perlindungan seimbang.
Ini merupakan bentuk ketidaka-
dilan yang harus segera diatasi
melalui pasal-pasal dalam RUU i
Mercy mendorong mekanisme
perlindungan diatur rinc, rmulai dari
definis, standar permbuktian, hingga
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jagakeseimbengan antara cfekdivitas
penegakan udkum dan perlindungan
hak asasi warga. Proses hukum
yang {ransparan akan memperkuat
legitimasi negara dalam melakukan
tindakan perampasan harta ilegal.
Komisi IIT DPR akan lerus
mengkaji masukan agar RUU ini
tidak hanya kuat memberantas ke-
jahatan tetapi juga adil. Aturan ind
tidak boleh merugikan pihak yang
benar-benar bersih dari aktivitas

prosedur adil. Langkahinibisamen-  kriminal. “Kajian mendalam di-

lakukan guna memastikan semua
aspek hukum terlindungi dengan
sangat baik," ucapnya.

Angoota Komisi [IT DPR Rik-
wanitomenyatakan hal yang sama.

| Diamengatakan, asas perlindung-

an pihiak ketiga merupakan bagian
utama dalam perumusan dral UU
ini. Pasangan atau keluarga yang
tidak terlibat tindak pidana tidak
boleh ikut menanggung akibat
perbuatan hukum. Keadilan harus
tetap dijunjung tinggi bagi mereka

% yang lidak tahu-menahu perkara.

Rikwanto menycbul, setiap
kebijakan perampasan aset harus
mempertimbangkan aspek keadil-
an serta kepastian hukum bagi
pemiliknya. Itu untuk mence-
gah terjadinga penyalahgunaan
wewenang oleh aparal penegak
hukum dalam penyilaan harta.

Perampasan asel, lanjutnya,
tidak boleh otomatis menyasar se-
luruh harta milik seseorang, terma-
suk aset dalam lingkup keluarga,
Batasan yang jelas akan mencegah
kerugian bagi anggota keluarga
yang ik bersalah. “Perlindungan

harta bersama jadi poin dalam
aturan ini agar tidak merugikan
pihiak huar tindak pidana,” ingatrya.

Prakiik di lapangan, sambung-
nya, menunjukkan banyak aset
tercatal scbagai harta bersama an-
tara suami dan istri. Kehati-hatan
dalam menentukan objek rampasan
negarasangal diperlukan agar tidak
terjadi kekeliruan fatal. Identifikast
mendalam harus dilakukan sche-
hum penyitaan aset dilakukan para
petugas yang berwenang,

Dia menegaskan, kejelasan ba-
tasan antara harta terkait tindak
pidana dan hak pihak lain yang t-
dak terlibat sangat dibutuhkan. Tan-
pa pengaturan gamblang, kebijakan
ini berpotensi memicu sengketa
hukumn di masa depan. “Kepastian
hukum akan memberikan rasa
aman bagt peniegak hukum maupun
masyarakat luas,” ucapnya.

Sementara, pakar hukum Uni-
versilas Indonesia (UI) Harkris-
tuti Harkrisnowo menguraikan
empat aspek yang memerlukan
regulasi mendalam pada RUU
Perampasan Asct. m pys
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